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ABSTRAK 

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta 

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana menagtur laranagn dan sanksi terhadap korupsi dan 

penggelapan dalam jabatan. Permasalahan: Pertama, Bagaimanakah penyidikan di 

wilayah hukum Polda Riau; Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya; 

Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaannya 

mencakup: Pertama, menggunakan penelitian hukum sosiologis; Kedua, lokasi 

penelitian Kepolisian Daerah Riau; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari  

narasumber – narasumber yang relevan; Keempat, sumber data adalah primer, 

sekunder dan tersier; Kelima, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara 

terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data: analisis kualitatif dengan 

menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa Penyidikan 

tindak pidana tersebut di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum dapat 

dilakukan dengan sebagaimana mestinya terutama tahun 2019 sampai dengan 2023. 

Faktor penghambatnya berasal dari faktor aparat/penegak hukum, sarana/fasilitas serta 

masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah: Pertama, terhadap faktor 

aparat/penegak hukum sebaiknya Penyidikan seharusnya berorientasi pada penegakan 

hukum sehingga kepentingan-kepentingan tertentu secara personal dapat 

dikesampingkan; menambah jumlah anggota kepolisian; Kepolisian dan Kejaksaan 

meningkatkan koordinasi dan kerjasama sehingga penyidikan sinkron. Kedua, 

terhadap faktor sarana/fasilitas sebaiknya menambah jumlah anggaran yang dimiliki 

serta meningkatkan koordinasi dengan masyarakat setempat. Ketiga, terhadap faktor 

masyarakat sebaiknya pelaku wajib mengikuti proses penyidikan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku tanpa meminta backingan dari pihak manapun; Pihak 

kepolisian bekerjasama dengan instansi penegakan hukum lainnya serta pihak bank 

untuk melakukan sosialisasi hukum; Menjerat para pelaku dengan pidana maksimal 

supaya pelaku jera serta pihak perbankan lainnya takut jika akan melakukan tindak 

pidana; Pihak bank melakukan sosialisasi internal untuk menerapakna pola hidup 

sederhana; Pihak perbankan dapat menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan gaji; Para 

pelaku bersifat kooperatif dan tidak bersembunyi/melarikan diri dengan cara 

menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan mengikuti prosedur penyelidikan yang 

berlaku; Perbankan meningkatkan pengawasan dan memperbaiki manajemennya 

terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan. 

 

Kata Kunci: Korupsi, Penggelapan, Riau 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 “Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya 

dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan ekonomi kerakyatan.”1 

Secara yuridis menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.” 

 Namun dewasa ini dunia perbankan justru telah melahirkan bentuk 

kejahatan baru yaitu kejahatan perbankan (fraud banking). “Salah satu bentuk 

white collar crime yang berkembang dengan marak dewasa ini adalah tindak 

pidana di bidang perbankan atau kejahatan perbankan (fraud banking).”2  

Kejahatan ini kemudian dikenal dengan sebutan tindak pidana perbankan. 

Tindak pidana perbankan adalah “perbuatan pidana yang dilakukan oleh bank 

atau orang bank. Atau dalm artian luas dikatakan sebagai perbuatan pidana 

yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.”3  

 
 1Hana Faridah, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang 

Perbankan, Jurnal Hukum POSITUM, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 107. 

 2 Ibid, hlm. 108. 
 3 H.A.K Moch. Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, (Bandung: Alumni, 1982), 

hlm. 24. 
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 Tindak pidana perbankan juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian 

Daerah (Polda) Riau, tindak pidana tersebut terkait dengan korupsi dalam 

jabatan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank. 

Pengertian korupsi dalam jabatan dalam tinjauan konsep terdapat dalam 

pengetian korupsi menurut Suwartojo, bahwa:  

korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau 

lebih dengan menggunakan dan/ atau menyalahgunakan 

kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penetapan 

pungutan penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yang 

dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran 

uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam 

perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak 

langsung merugikan kepentingan dan/ atau keuangan negara dan 

khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok.4  

 

Sedangkan penggelapan dalam jabatan dalam tinjauan konsep dapat diartikan 

sebagai “penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni 

yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan 

kewajibannya.”5 

 Berdasarkan observasi pada penelitian awal yang dilakukan oleh 

penulis diketahui sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023 telah terjadi 

tindak pidana perbankan dalam bentuk khusus yaitu korupsi dalam jabatan dan 

penggelapan dalam jabatan oleh pegawai pada bank-bank di wilayah hukum 

Polda Riau sebanyak 9 (sembilan) kasus. Kasus tersebut terdiri dari 4 kasus 

korupsi dalam jabatan dan 5 kasus penggelapan dalam jabatan. 

 
 4 Juniadi Suwartojo, Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran 

Pengawasannya Dalam Penanggulangannya, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 7. 

 5 Suradi, Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, (Yogyakarta: Gava Media, 2006), 

hlm. 1. 
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 Terhadap segala bentuk tindak pidana harus dilakukan penegakan 

hukum terutama tindak pidana korupsi dalam jabatan dan penggelapan dalam 

jabatan. Pengekan hukum merupakan salah satu tugas, fungsi dan kewenangan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga 

penegak hukum sekaligus penyelenggara keamanan dalam negeri, 

sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa: 

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum 

pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan 

sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan 

menafsirkan law in the book menjadi law in action.6 

 

 Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam 

Konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD NRI Tahun 1945), yang 

menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal tersebut 

didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono, bahwa: 

Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi 

(the highest law) bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak 

pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar 

hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi 

demokrasi.7 

 

 Dalam sebuah negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan selain 

dikenal dengan adanya asas legalitas asas juga berlaku asas pemerintahan 

berdasarkan undang – undang (wegmatigheid van bestuur). Dimana setiap 

tindakan/ perbuatan pemerintah dalam konsep wegmatigheid van bestuur 

 
 6 Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam 

Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas, Jurnal Mimbar Hukum, 

Volume  23, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 76. 

 7 Padmo Wahjono, Membudayakan UUD 1945, (Jakarta: IND HILL-Co, 1991), hlm. 34. 
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dikenal sebagai Rechtshandelingen atau tindakan/ perbuatan hukum 

pemerintah. “Rechtshandelingen merupakan tindakan pemerintah berdasarkan 

hukum.”8 Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai 

cita–cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan.9 

Tindakan/ perbuatan hukum pemerintah yaitu suatu tindakan/ perbuatan 

hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (en 

rechtshadlingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten)”10 

 Penegakan hukum dilaksanakan dengan penerapan sanksi. “Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi ialah tindakan berupa hukuman dengan 

tujuan memaksa seseorang patuh terhadap aturan atau peraturan perundang - 

undangan. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak 

diinginkan (menyakitkan) guna memperkecil perilaku yang tidak 

diinginkan.”11 Sanksi yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-

undangan adalah sebagai berikut: 

1. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan, penyidik 

Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau memberlakukan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan 

 
 8 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan 

Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.  

 9 Satjipto Rahardjo (Ed.), Ilmu Hukum, Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 

hlm. 27. 

 10 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 

hlm.101. 

 11 Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), 

(Pekanbaru: LPPM, 2014), hlm. 39. 



 

 

5 

 

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah).” 

2. Terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penyidik 

Direktorat Kriminal Khusu Polda Riau memberlakukan Pasal 49 ayat 

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. 

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan 

bahwa: 

a. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa: “Anggota Dewan 

Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: 

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana 
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penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

b. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 

menyatakan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang 

yang penguasaanya terhadap barang diseebabkan adanya 

hubungan kerja atau karena pencaria atau karena medapat upah 

untuk itu diancam penjara paling lama lima tahun. 

Ketentuan penegakan hukum yang sedemikian telah disebutkan diatas juga 

berlaku bagi Polri khususnya Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum 

terutama dalam tahap penyidikan terhadap pegawai bank di wilayah hukumnya 

yang melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan dan penggelapan dalam 

jabatan di bidang perbankan yang telah terjadi pada tahun 2019 sampai 2023 

tersebut. Dimana penyidikan di tingkat kepolisian merupakan tahapan yang ada 

dalam ruang lingkup penegakan hukum di tingkat hulu.  

 Namun berdasarkan obervasi yang dilakukan penulis dalam penelitian 

awal diketahui Polda Riau mengalami kendala dalam penyidikan korupsi 

dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan yang telah terjadi pada tahun 

2019 sampai 2023 tersebut. Imbas dari kendala penyidikan di tingkat 

kepolisian adalah belum dapat diterapkan sanksi hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi serta Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang telah 

terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2023 tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang diatas diketahui telah terjadi kesenjangan 

antara hukum (Das Sollen) yaitu ketentuan hukum yang mengatur sanksi 

sebagai bentuk larangan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi dan 

penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan dengan penerapan hukum 

(Das Sein) yaitu telah terjadinya tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam 

jabatan dari tahun 2020 sampai 2023 oleh pihak perbankan di wilayah hukum 

Polda Riau serta kendala penyidikan yang dialami oleh pihak Polda Riau. 

  Latar belakang tersebut mendasari ketertarikan penulis untuk 

melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa 

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya” 12  Penelitian hukum 

tersebut berjudul: “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan 

Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.”  

 

B. Rumusan Masalah 

1 Bagaimanakah penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam 

jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau? 

 
 12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18. 
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2 Bagaimanakah faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana 

korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian 

Daerah Riau? 

3 Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak 

pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum 

Kepolisian Daerah Riau? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menjelaskan penyidikan tindak pidana korupsi dan 

penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah 

Riau. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat dalam penyidikan 

tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah 

hukum Kepolisian Daerah Riau. 

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan 

tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di wilayah 

hukum Kepolisian Daerah Riau. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, 

terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam 

jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Serta sebagai 

syarat untuk  menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum 
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Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum. 

b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan 

olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga 

dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan 

perguruan tinggi, terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan 

penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah 

Riau. 

c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah 

setempat, khususnya Kepolisian Daerah Riau terkait dengan 

penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di 

wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. 

 

D. Kerangka Teori  

1. Teori Pembuktian 

 Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian bertujan 

untuk mendapatkan pembuktian atas ada atau tidaknya suatu delik. Pada 

hakikatnya pembuktian didasarkan atas “teori pembuktian, yaitu teori-

teori yang menganalisis tentang alat bukti”.13 Dimana menurut Subekti 

dalam konsep pembuktian, “membuktikan adalah meyakinkan hakim 

tentang adanya kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan/disampaikan  

 
 13 Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, Penerapan Teori Hukum, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2018),  hlm. 215.  
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dalam suatu persengketaan”.14 “Ada empat unsur teori pembuktian yang 

terdiri dari adanya pendapat, adanya cara-cara, adanya subjek dan adanya 

tujuan.”15 

 Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut evidence 

theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan bewijstheorie 

mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan. 

Michael S. Pardo mengemukakan empat fungsi teori pembuktian 

meliputi:16 

a. Descriptive or an explanatory function, in which case its success 

depends on how well it captures the underlying phenomena; 

b. Aan evidence theory may also serve normative functions; 

c. An avaluative function by providing criteria for jstifying or 

critiquing particular judgmens and 

d. A regulative fuction by providing considerations for guiding and 

constraining particular judgments 

 Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka empat teori 

pembuktian yang dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut:17 

a. Fungsi dekriptif, artinya bahwa teori pembuktian memberikan 

penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-

fenomena  yang terjadi dalam suatu perkara. 

 
 14 Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 1. 

 15 Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, Penerapan Teori..., Op. Cit, hlm. 217. 

 16 Ibid. 

 17Ibid, hlm. 218. 
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b. Fungsi normatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan 

menyediakan ukuran-ukuran normatif berkaitan dengan pembuktian 

sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Fungsi evaluatif, artinya bahwa teori pembuktian  bertujuan 

memberikan penilaian , apakah membenarkan atau mengkritisi 

setiap alat bukti. 

d. Fungsi regulatif artinya bahwa teori pembuktian  bertujuan 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. 

2. Teori Pemidanaan 

 Dalam perkara pidana, pemidanaan merupakan proses lanjutan dari 

pembuktian. Dalam pemidanaan dikenal adanya sebuah teori yang disebut 

dengan Teori Pemidanaan. 

Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis 

pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan 

pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, 

apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti 

masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki 

masyarakat.18 

 

 
 18Ibid, hlm.139. 
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Dari definisi teori pemidanaan tersebut, maka dapat kita ketahui empat 

unsur teori pemidanaan yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, 

adanya subjek, unsur penyebab. 

  Teori pemidanaan sendiri kemudian berkembang dan munculah 

beberapa teori baru, salah satunya adalah teori tujuan pemidanaan. 

Menurut Algra teori tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam 

yaitu sebagai berikut:19 

a. Teori absoult atau teori pembalasan 

   Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan 

hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (quia 

pacratum). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran 

tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata 

dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain – lain. 

b. Teori relatif atau teori tujuan 

  Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman 

kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan 

hukum adalah menakut – nakuti seseorang dari melaksanakan 

perbuatan jahat. 

c. Teori gabungan 

  Teori ini menyatakan bahwa: biasanya hukum memerlukan 

pembenaran ganda. Dalam hal ini pemerintah mempunyai hak untuk 

menghukum, apabila orang telah berbuat kejahatan (apabila 

 
 19 N. E. Algra, dkk, Mula Hukum, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 303. 
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seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan 

apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang 

bermanfaat). 

  Urgensi hukum pidana ebagai realisasi negara hukum sebagaimana 

dimuat dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur 

kehidupan nasional. Dari hukum pidana inilah kemudian lahir berbagai 

produk hukum yang mengatur tentang  pidana yang telah terkodifikasi dan 

sistematis sebagai acuan pengaturan pemidanaan, sehingga KUHP sebagai 

salah satu produk hukum pidana dalam Pasal 1 mengatur bahwa: “tiada 

suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana 

dalam undang – undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.” 

  Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila 

tindakan tersebut merupakan delik yang diartikan sebagai “perbuatan yang 

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 

undang – undang; tindak pidana”.20 Perbuatan tersebut disebut sebagai 

kesengajaan, dimana lazimnya dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori 

yaitu:21 

 

 

 

 
 20 Leden Marpaung, Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), 

hlm. 7. 

 21 Satochid  Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua, 

(Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2019). hlm. 291. 
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a. Teori kehendak (Wilstheorie) oleh Von Hipple  

   Kesengajaan merupakan kehendak membuat suatu tindakan 

dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, sehingga 

kaibat yang dituimbulkan menjadi maksud dari tindakan tersebut. 

b. Teori membayangkan (Voorstellingstheorie) oleh Frank  

   Adalah sengaja apabila suatu akibat yang timbul dari  suatu 

tindakan yang dibayangkan sebagai suatu maksud dari tindakan itu. 

  Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) juga merupakan 

unsur delik walaupun perbuatan yang dilakukan tersebut tidak disengaja 

dilakukan /  tidak memenuhi unsur kesengajaan atau yang sering disebut 

dengan kealpaan sesuai doktrin yang menganut hukum pidana materiil  

(materiele wederrechtelijk) yaitu Zevenberger dan Van Hamel yang 

menyatakan bahwa: “melawan hukum merupakan unsur delik baik 

dirumuskan maupun tidak dirumuskan, unsur melawan hukum tersebut 

harus dapat dibuktikan agar dapat memenuhi unsur delik.”22  

  Kesengajaan (opzet /dolus) dan atau/kealpaan/ ketidaksengajaan 

(negligence / schuld / culpa) merupakan unsur subjektif dalam delik, selain 

unsur subjektif juga ada unsur objektif.  Unsur Objektif adalah “unsur yang 

melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku dan 

termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.”23 

 
 22Ibid,  hlm. 46. 

 23 P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theojunior Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana 

di Indonesia, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 192. 
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Sehingga orang dapat dikatakan bersalah telah melakukan kejahatan, 

apabila kejahatan itu telah ia lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. 

3. Teori Penegakan Hukum 

 Beberapa teori mengenai penegakan hukum ditulis oleh beberapa 

ahli. Secara ethimologis, penegakan hukum dapat merupakan:  

Tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu 

guna dapat memaksakan sanksi hukum dengan tujuan untuk 

menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan 

tersebut, dimana penegakan hukum adalah suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi 

kenyataan. Dintinjau dari perspektif penegakan hukum 

sebagai proses, pada hakikatnya penegakan hukum 

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut tentang 

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh 

kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur - unsur 

penilaian pribadi.24 

 

Dimana Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menghendaki 

terpenuhinya 4 (empat) syarat. Syarat – syarat tersebut yaitu:25  

a. Adanya aturan 

b. Adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu 

c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu 

d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan 

itu 

 Tidak efektivnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat 

penegak hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah: 

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–

 
 24 Soejachmoen K, Keselamatan pejalan kaki dan transportasi, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 

2017), hlm. 2. 

 25 Soejono Soekanto, Beberapa Aspek Penegakkan Hukum, (Jakarta: Pustaka Utama, 

1990), hlm. 2 
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kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup .26 

 

Penegakan   hukum   mengandung   makna   bahwa “ tindak pidana  adalah  

suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dan  disertai dengan 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya.”27  

 Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak 

dicapai.  

Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali 

dirumuskan sebagai menegakkan keaadilan, keamanan dan 

ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, 

sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma  

dan modern.28 

 

 Prosedur formal tersebut belum tentu dapat mengantarkan 

penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya, bahkan ia dapat 

mendorong ditempuhnya tindakan yang bertentangan dengan hukum, 

karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup law 

enforcemen,  melainkan pula peace maintenance.  “Hal ini karena pada 

hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai 

 
 26 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5. 

 27 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan  

Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi, (Jakarta: Pusat  Keadilan  dan Pengabdian 

Hukum, 1994), hlm. 79. 

 28 I ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan 

Hukum Serta Perlindungan HAM, (Bandung: Refika Aditama,  2018), hlm. 93. 
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– nilai, kaidah – kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian.”29 

 Penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam pendekatan 

sifat abstraknya hukum/ ide abstrak dengan realita.   

Hukum yang bersifat bersifat abstrak itu dapat digolongkan 

tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. 

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah 

unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan 

hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi 

kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah 

merupakan inti dari penegakan hukum.30 

 

 Dimana dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak 

hukum. Korelasi antara penegakan hukun dengan penegak hukum sangat 

erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak 

hukum menghadapi hal – hal sebagai berikut:31 

a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada 

b. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan 

c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas 

kepada masyarakat 

d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang 

diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas 

yang tegas pada wewenangnya. 

 
 29 Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: 

Kompas, 2008), hlm. 258. 

 30 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2013), hlm. 202. 

 31 Zainuddin Ali,. Filsafat Hukum,  (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm. 95. 
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 Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan sebuah 

proses yang salaing mempengaruhi antar komponen sebagaimana 

dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo  berpendapat bahwa: 

Ditinjau dari konsep penegakan hukum yang ideal. 

Penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai 

suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu 

tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum 

sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling 

mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di 

dalam proses itu.32 

   

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap 

efektifitas hukum. “Penelitian hukum sosiologis ialah metode penelitian 

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu masyarakat.”33  

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis 

adalah untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam 

masyarakat, sudah efektif berlaku atau belum efektif. Masih terjadi 

kesenjangan antara hukum dengan peerapannya atau sudah sesuai. Hukum 

yang dimaksud adalah pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana 

korupsi dalam jabatan yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pengaturan sanksi 

 
 32 Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, Polisi, Pelaku dan Pemikir, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1993), hlm. 23. 

 33 Soerjono Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12. 
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bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu Pasal 49 ayat 

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 

374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Lokasi penelitian 

 Lokasi penelitian yang  dimaksud adalah Kepolisian Daerah Riau 

yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito No.42-45, Cinta Raja, Kec. Sail, 

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ketertarikan penulis untuk menjadikannya 

sebagai lokasi penelitian adalah karena pada tahun 2019 sampai 2023 

masih terdapat tindak pidana korupsi dalam jabatan dan penggelapan 

dalam jabatan yang dilakukan oleh pihak perbankan di wilayah hukum 

Kepolisian Daerah Riau.   

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

  Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek dari penelitian yang memiliki kualitas 

dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulanya.”34. 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: 

1). Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang. 

 
 34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantiatif  Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 80. 
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2). Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian 

Daerah Riau yang menangani kasus Korupsi dan Penggelapan 

dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum 

Kepolisian Daerah Riau sebanyak 4 (empat) orang 

3). Pelaku korupsi dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 

sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

sebanyak 4 (empat) orang 

4). Pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan tahun 

2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

sebanyak 5 (lima) orang 

5). Perwakilan pihak perbankan terjadinya korupsi dalam jabatan 

tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah 

Riau sebanyak 4 (empat) orang. 

6). Nasabah yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tahun 

2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

sebanyak 5 (lima) orang. 

b. Sampel 

  Menurut Sugiyono, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah 

ditetapkan.”35 Sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 

 
 35 Ibid, hlm. 81. 
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1). Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang ditetapkan 

dengan metode sensus. 

2). Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian 

Daerah Riau yang menangani kasus Korupsi dan Penggelapan 

dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum 

Kepolisian Daerah Riau sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan 

dengan metode purposive/sampling. 

3). Pelaku korupsi dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 

sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan metode random. 

4). Pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan tahun 

2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random. 

5). Perwakilan pihak perbankan terjadinya korupsi dalam jabatan 

tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah 

Riau sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan metode random. 

6). Nasabah yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tahun 

2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random. 
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Tabel I. 1 

Populasi dan Sampel 

 

No Jenis Populasi Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1. Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 

Riau 

1 1 100 

2. Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Kepolisian Daerah Riau yang 

menangani kasus Korupsi dan Penggelapan 

dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di 

wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

4 2 50 

3. Pelaku korupsi dalam jabatan di bidang 

perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah 

hukum Kepolisian Daerah Riau 

4 3 75 

4. Pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang 

perbankan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah 

hukum Kepolisian Daerah Riau 

5 2 40 

5. Perwakilan pihak perbankan terjadinya 

korupsi dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 

di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

4 3 75 

6. Nasabah yang menjadi korban penggelapan 

dalam jabatan tahun 2019 sampai 2023 di 

wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau 

5 2 40 

Sumber data: Laporan Polisi Ditreskrimsus Polda Riau, Tahun 2023. 

4. Sumber data 

a. Data primer 

  Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang 

sesuai dengan permasalahan ini, yaitu: Kepala Sub Direktorat 

Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 

Riau; Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian 

Daerah Riau yang menangani kasus Korupsi dan Penggelapan dalam 

jabatan tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian 

Daerah Riau; Pelaku korupsi dalam jabatan di bidang perbankan 

tahun 2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; 
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Pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan tahun 2019 

sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Perwakilan 

pihak perbankan terjadinya korupsi dalam jabatan tahun 2019 

sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; serta 

Nasabah yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tahun 

2019 sampai 2023 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. 

b. Data sekunder 

 Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat 

mendukung data primer. 

c. Data tertier 

 Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya 

berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. 

5. Teknik pengumpulan data 

 Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, 

Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.  

a. Observasi 

 Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara terstruktur 

  Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah 

menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak 
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disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti 

terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri. 

c. Kajian kepustakaan 

 Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan 

peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur 

kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang 

sedang ditelitinya. 

6. Analisis data 

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis 

kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. 

Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara 

induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyidikan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan di 

wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum dapat dilakukan dengan 

sebagaimana mestinya terutama terhadap kasus tersebut yang terjadi 

tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor  

2. Faktor yang menghambat penyidikan terhadap tindak pidana tersebut 

adalah:  Pertama, faktor aparat/penegak hukum yaitu: Adanya 

kepentingan para pejabat yg berwenang terhadap pelaku; Minimnya 

jumlah anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau 

dihadapkan dengan banyaknya kasus tindak pidana khusus; Antara 

penyidik kepolisian kurang koordinasi dan Kerjasama dengan penyidik 

Kejaksaan. Kedua, faktor sarana/fasilitas yang berimbas belum 

tertangkapnya beberapa pelaku yaitu: Minimnya anggaran untuk 

melaksanakan penyelidikan dan pengembangan kasus; Beberapa 

medan/lokasi keberadaan pelaku yang melarikan diri yang jauh dan sulit 

terjangkau pihak kepolisian.  Ketiga, faktor masyarakat yaitu: Adanya 

kepentingan pelaku yang melibatkan para pejabat berwenang dengan 

tujuan agar dilakukan penghentian penyidikan terhadap perkaranya; 

Rendahnya kesadaran hukum pelaku; Pelaku yang sudah tertangkap 

tidak mau membantu polisi mengungkap sindikatnya; pola hidup 
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hedonisme pegawai bank terutama pemangku jabatan; Pengaruh 

kebutuhan ekonomi yang tinggi para pelaku; pelaku lainnya yang 

bersembunyi dan tidak diketahui keberadaannya; Pengawasan dari pihak 

bank yang kurang ketat terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan 

dn sistem perbankan bahkan justru para pejabat banknya sendiri yang 

bertindak pidana 

3. Upaya mengatasi hambatan penyidikan tersebut adalah: Pertama, 

terhadap hambatan dari faktor aparat/penegak hukum sebaiknya 

Penyidikan berorientasi penegakan hukum yang memberikan keadilan 

masyarakat luas sehingga kepentingan tertentu secara personal 

dikesampingkan; menambah jumlah anggota Direktorat Kriminal 

Khusus Kepolisian Daerah Riau; Kepolisian dan Kejaksaan 

meningkatkan koordinasi dan kerjasama sehingga penyidikan sinkron; 

Kedua, terhadap hambatan dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya 

Dilakukan pengajuan penambahan anggaran dalam Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Kepolisian Daerah Riau; menambah jumlah 

anggaran yang dimiliki serta meningkatkan koordinasi dengan 

masyarakat setempat. Ketiga, terhadap hambatan dari faktor masyarakat 

sebaiknya: pelaku wajib mengikuti proses penyidikan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku tanpa meminta backingan dari pihak 

manapun; Pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi penegakan 

hukum lainnya serta pihak bank untuk melakukan sosialisasi hukum 

terkait tindak pidana perbankan; Menjerat para pelaku dengan pidana 
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maksimal supaya pelaku jera serta pihak perbankan lainnya tajut jika 

akan melakukan tindak pidana; Pihak bank melakukan sosialisasi 

internal agar seluruh pegawai dan pejabatnya menerapakna pola hidup 

sederhana; Pegawai bank maupun pejabat perbankan dapat 

menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan gaji yang dimilikinya; Para 

pelaku bersifat kooperatif dan tidak bersembunyi/melarikan diri dengan 

cara menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan mengikuti prosedur 

penyelidikan yang berlaku; Pihak perbankan meningkatkan pengawasan 

dan memperbaiki manajemennya terhadap kinerja pegawai bank, laporan 

keuangan dan sistem perbankan  

 

B. Saran 

1. Kepada kepolisian daerah Riau sebaiknya meningkatkan koordinasi dan 

Kerjasama dengan berbagai pihak serta mengikutkan anggotanya dalam 

Pendidikan Kejuruan supaya kendala penyidikan dapat diminmalisir 

2. Kepada Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya sebaiknya 

melakukan pengawasan yang ketat terhadap bank-bank diseluruh 

Indonesia dan menerapkan manajemen perbankan yang aman bagi 

nasabah 

3. Kepada masyarakat/nasabah bank sebaiknya berhati-hati dalam 

melakukan transaksi perbankan
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